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keyakinan bahwa ekonomi global dan

pasar bebas alan mendorong demokra-

si dalam skala yang luas. Oleh karena-

nya, pembicaraan politik tentang pasar

bebas dan perdagangan bcbas adalah

sebuah pesan ggh yu"g menegaskan

bahwa kemajuan pasar bebas adalah

kemajuan demokrasi. Lebih Ianjut, para

penganjur pasar bebas akarr mendorong

kita untuk percaya bahwa pasar bebas

merupakan mekanisme yang lebih
efisien dan responsif untuk menFlara-

kan kehendak politik dibandingkan
dengan pemungutan suara sekalipun

karena bisnis lebih efisien dan lebih

tanggap terhadap kebutuhan rakyat di-

bandingkan dengan politisi dan birokrat

yang tidak memiliki kepedulian.r
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Keyakinan ini semfin kuat ketika

Uni Soviet runtuh pada dekade awal

I 990-an. Akibatnya, keyakinan akan

pasar bebas dan demokrasi telah men-

jadi doktrin umumz. Oleh karenanya,

para pendukung pasar bebas, baik
mereka yang berangkat dari kalangan

akademisi, politisi, maupun jurnalis
akan dengan sangat lantang men)'ua-

rakan masa depan yang lebih baik, lebih

adil, dan lebih demokratis melalui
globalisasi dan pasar bebas. Sesuatu

yang sebenarnya lebih merupakan

preskripsi dibandingkan sebagai sebuah

deskripsi realitas empiris. Franscis Fu-

kuyama, misalnya, menyatakan bahwa

ambruknya Uni Soviet membuktikan

bahwa demokrasi liberal tidak mem-

punyai pesaing ideologi yang serius.

Menurutnya, ini men.rpakan titik akhir

dari pemerintahan manusia, dan bera-

khirnya Perang Dingin merupakan

kemenangan dari "the ideal state",yang

ditinjau dari perspektif ekonomi politik
merupakan kemenangan kapitalisme

liberal. Iajuga menyatakan bahwa bera-
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khirnya konllik antara Barat dan Timur
memperku at pendapat bahwa kapitalis-

me liberal sekarang ini tidak tertendingi
lagi, dan sekaligus merupakan model
pembangunan polirik dan ckonomi
umat manusia.

Kcmenangan kapitalisme dan de-

molozsi dal:un perLarurrgan ideologis wi-
a-vis komunisme Uni Sovict memang
ridak dapet diraqukan lagi mengingar

Rusia dan bekas negara-negara Benrang

N{crah ini, a}hirnya, menganbil demo-

krasi dan pasar bcbas sebagai jalan
politik dan ekonomi mereka. Namun,
apakh glob;{i".rsi ekorromi yang sering

dikhotbahkan oleh para pendukung
pasar bebas akan mendorong demo-
kratisasi adalzrh persoalan lain yang layak

didiskusikan. Dengan kata lain, per-
nyataan Fukuyama benar dalam batas

bahu;r kapiralisnre libcral sckarang ini
mempalan model pembangunan ekono-

mi yang dianut oleh sebagian besar umat
manusia abad ini, telapi pernyataan yang

menyatatan bahwa kemenangan kapi-

talisme liberal merupakan kemenangan

"the ideal state" layak dipertanyakan.
Pernyataan seperti ini masih perlu dicari
relevansi pada tataran empirisn.

Sama halnya dengan hak asasi

manusia (HANI) ataupun liberalisasi
ekononri. dan belakanqan inl lerorisme.

isu mengenai demokrasi nlenjadi topik
yang menarik untuk didiskusikan. Di
penehujung abad ke-20. berbrgai jar-

gon muncul untuk menggambarkan
gelombang demokrasi yang melanda

sebagian besar negara-negara dunia,
seperti Samuel Huntington yang me-

nyebutnya sebagai "The Third \\hve"
sebagai upaya untuk menggambarkan
gelombang demokrasi yang melanda
Afrika, Anerika Latin, Asia, dan bekas

negara-negara blok Uni Sor.iet. Suattr

sunti yang dilahrlcrn oleh E ecdorn lJouse

menernukan bahrva I I 7 negara di dunia
dari sekitar 191 negara telah melakukrn
pemilihan umum multipartai.a Hal ini
berarti bahwa sistcm demokrasi telah

dianut oleh separuh lebih negara-uega-

ra di dunia. Xlcnunjuk dat:r-daLe ini.
dan didukung oleh semakin pesatnya

perubahan dunia yang kini berlangsung

dengan cepat, kalangan neoliberal lan-

tas nrenl aakrn ba}rva globelisasimem-

bawa serta demokratisasi.

Bagaimanakah demokrasi di era

globalisasi sekarang ini menjadi semalin
menarik untuk didiskusikan karena sed-

daknya lima alasan. Pertarna, dengan

menggunakan garis pemikiran kaum
globalis, struktur ekonomi politik glo-

bal sekarang ini telah mengalami ba-

nyal< perubahan. Negara bangsa, dalan.r

konteks ini, tidak lagi rnenjadi aktor
runggal dalam ekonomi polirik inter-
nasional. Bahkarr. di era globalisasi se-

karang ini, diskusi mengcnai neg:rra

bangsa telah usang karena perannya

diganti,k-r n oleh lembagalembaga irrter.
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nasional dan negara-negara kawasan5

Oleh karena itu, denrokrasi konvensio-

nal sebagaimana sering dipahami tidak
lagi memadai. Hal ini karena konsep de-

mokrasi seperti adanya lembagalemba-

ga penvakilan, pemilihan umum yang

bebas dan adil, serta partisipasi rvarga

ncgara, pada dasarnya ditujukan dalan
kerangka negala teri torial yang bcrdau-
lar sohingga kerika strrrkrur ckonomi
pcrlitik inrelnasional mcng:rlami pcrr r-

bahan menurut garis pemikiran kaum

globalis, demokrasi kolvensional tidat
lagi memadai. Dengan kata lain, diper-
lukan surrtu definisi beru mcngcnai
demokrasi6. Kedua, menguatnl'a lcmba-

galenrbaga internasional seperti \{TO,
IN{II dan Bank Dunia telah mcnjadi
lcmbaga yang sangat bcrkuasa di luar
neeara. Bahkan, dalam kasus tertentu,

lembagalembaga ini mcmpunyai ke-

kuatan pen.nksa yang sangat kuat teru-

tania bagi negara-negara yang menga-

lan.f krisist. Ketrga, pertumbuhan peru-

sahaan-perusahaan multinasional (N{-

NC). Dalam beberapa dekade bela-
kangan, seiring liberalisasi ekonomi dan

perdagangan, perusahaan-perusahaan

multinasional telah menjadi aktor
ekonomi politik internasional yang
senrakin penting. Kckuasaan dan ke-

kuataan ekonomi pcr usahaan-pcru-
sahaan ini telah n.rcngalahkrn beberapa

negara nasional di dunia. Namun, ber-

bcda dengan negarzr-bangsa dimlna
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ukuran-ukuran pemerintahan demo-
katis sudah sangat jelas, dalam banyak

ka\us. perusahaan-perus:rhaan ini
sangat tersentralistik dan han.rpir tidak

mempunyai akuntabilitas kepada pu-

blik. Tirjuan mereka yang paling utama
adalah bagaimana mengakumulasi
kekayaan sebcsar-bcsarnya. Keempat,

revolusi teknologi komunikasi telnvata

tidak mendorong demokratisasi seba-

gaimana dipreskripsikan kaum neoli-

bcral. tet:rpi sehaliknya- teknologi ini
telah mendorong hegemoni di bidang
inlormasi. Dalam konteks irri, domirrsi
negara-negara maju tidak lagi dalarn

bidang ekonomi, politik, dan perda-
gangan, tetapi juga penguasaan infor-
masi. Ha1 ini pada akhirnya akan merg-
hancurkan plu ralisme, dln menc\rra-

kan homogenisasi sehingga banyak
kalangan menilai bahrva penguasaar

negara-negara nraju terhadap negara-

negara Dunia Ketiga tidak lagi sebatas

ekonomi dan politik, tetrpi juga meli-

batlan pikiran (rnr'l{. Derasnya arus

informasi yang melanda ncgara-negara

Dunia Ketiga yang bcrasal dari negara-

negara maju dianggap sebagai fakta

yang mendukung gagasan ini.
ALrs alasan-alasan inilah mala tuli

san ini akan mcndiskusikrn b:rqninr.rnr

implikasi globalisasi bagi deniokrasi.
Apakah globalisasi, sebagaiman:r di-
yakini kaum hiperglobalis, akan
membawa scrta demokr atisasi?Jika ya,
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naka dalarrn bcntuk apahah demokrati-

sasi itu berlangsung? Atau sebaliknya,

globalisasi dalam segala bentuknya alal
serta merta mengancam demokrasi?

Untuk me njawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, tulisan ini al<an

diawali dengan memaparkan makna

globalisasi menurut cara pandang kaum

hiperglobalis. Paparan ini penting unnrl
melacak logika di balik berlakunya
globalisasi yang kini berlangsung dalam

skala masif. Selanjutnya, akan dibahas

bagaimana globalisasi telah menggeser

kekuasaan individu da-n entitas negara

bangsa dalam ekonomi politik globat.

Pada akhirnya, pergeseran ini akan

menciptakan elit-elit internasional baru

yang bersifat poliarkhis.

Tulisan ini a-kan ditutup dengan

kemungkinan yang bisa dilakukan
dalam mendorong demokrasi dalam

skala global. Oleh karena negara bangsa

tidak lagi menjadi pemeran tunggal

dalam ekonomi politik global menurut

cara pandang kaum hiperglobalis, maka

usaha-usaha ke arah penciptaan demo-

krasi tidak lagi memadai jika hanya

bertumpu pada negara-negara nasio-

na.l. Untuk ini, tulisanJan Scholte alan
diguna-kan guna memaparkan kemung-

kinan-kemungkinan demokratisasi di
era globalisasi sekarang ini.

B. GLOBALISASI EKOI,IOMI

Ilagi kaum hiperglobalis, globali

4

sasi dipaharni sebagai sejarah banr kehi-

dupan nanusia dimaDa "negara tradi-

sional telah menjadi tidat lagi relevan,

lebih-le bih menjadi tidak mungkin da-

lam unit-unit bisnis dalam sebuah eko-

nomi global. Dalam pandangan kaum

hiperglobalis, globalisasi ekonomi mem-

bawa serta gejala "denasionalisasi"

ekonomi melaJui pendirian jaringan-ja-

ringan produ-ksi trarxnasional (transza-

tional rnll''"orh of pxdxtion)
dan keuangan. Dalam lingkungan eko-

nomi yang tanpa batas iri(economicbor-

dedess), pemerintahan nasional tidal le-

bih dari sekedar rle namrusson be.ltsbagi

kapital global, atau sebagai instirusi pe-

rantara yang menyisip diantara kekua-

tan lokal dans regional yang sedang

tumbuh, serta mekanisme pengaturan

global. Kenichie Ohmae, dalam buku

The Endof Nation Sate: The Rixof Rrytc>

nal Ftonomies (1995), menyztakan bahwa

berkenaan dengan aliran riil a-ktiviurs

ekonomi, negara-negara bangsa telah

kehllangan perannya sebagai unit-unit
partisipasi yalg bermal<na dalam eko-

nomi dunia yang tanpa batas.e

Ohmae menyatalan empat alasan

mengapa di era global sekarang ini pe-

ran negara bangsa sudai semakin meni-

pis. Pertama, unit-unit yang telah lama

mapan dan terdehnisi secara politis ini
semakin kurang memberi kontribusi
dan semakin kurangnya kebebasan un-

tuk memberi berbagai kontribusi. Hal

JlnMr tfu8li n hrEnMsM// Pebruari2004



ini terjadi karena pasar telah semakin

berdaulat, dan mereka biasa menghu-

kum negara-negara yang tidal mampu

bekerja secara efisien.

Lebih lanjut, Ohmae menyatakan

bahwa dalam ekonomi global sekarang

ini, unit-unit negara bangsa sudah

semakin kecil dibandingkan dengan

aktor-aktor ekonomi internasional.
Kerja pasar telah mengecilkan kemam-

puan mereka untuk mengontrol nilai
hrkar atau dalarn melindungi mata uang

mereka. Oleh karenanya, negara bang-

sa menjadi sangat rentan terhadap disi-

plin yang dipaksakan oleh pilihan-
pilihan ekonomi yang dibuat di tempat

lain dan lembagalembaga global yang

mana mereka tidal< memiliki kontrol ter-

hadapnya.

Kedu4 dalam ekonomi global yang

terintegrasi tersebut, negara bangsa

telah menjadi fiksi nostalgil. Sekarang

ini, tida-klah mungkin membicarakan

ekonomi Rusia, Cina, Hongkong
ataupun Jepang sebagai entitas yang

berdiri sendiri. Pasar global telah men-

ciptalan mereka ke dalam entitas yang

saling terkait satu dengan yang lain. Aki-
batnya, pembicaraan pada entitas eko-

nomi nasional yang satu akan serta-mer-

ta mengaitkannya dengan entitas eko-

nomi yang lainnya.

Ketiga, al<tbat sema-kin mengglo-

balnya perusahaan-perusahaan trans-

nasional yang mana rangkaian produk-
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sinyapun juga semakin mengglobal.

Oleh karena itu, menurut Ohmae, sulit

untuk mengenali suatu barang yang

diproduksi dan diperdagangkan dengan

merujuk pada identitas nasional yang

a.kurat. Sistem produksi telah demikian

terintegrasi sehingga memungkinkan

masing-masing negara-bangsa me-

ny-rmbang komponen untuk produlsi
suatu barang.

kral<hir, kedka aktivitas ekonomi

secara agresif mengenakan label
nasiona-l pada saat ini, menurut Ohmae,

label inr biasanya dipresentasikan bukan

demi akurasi atau di luar concern terha-

dap kesejahteraan konsume n indivi-
dual. Dengan kata lain, akibat meng-

globalnya ekonomi dunia, konsumen-

konsumen dunia yang berdiam dalam

suatu batas teritorial negara bangsa

tertentu mempunyai peluang untuk
menikmati barang-barang dengan
harga murah dan berkualitrs tinggi, dan

ini seringkali tidak diproduksi oleh
industri nasional mereka.

Pertanyaannya kemudian adalah

apakah yang menjadi penyebab semua

ini. Dengan kata lain, faktor apakah

yang menjadi pendorong munculnya
globalisasi ekonomi sehingga ekonomi-

ekonomi nasional me njadi semakin
terintegrasi ke dalam ekonomi global,

dan sistem produksi semakin terinte-
grasi dan mengglobal?

Bagi kalangan Strukturalis-Marxis,
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globalisasi ekonon.ri dipicu oleh kapita-
lismc. Oleh karena iru. globalisasi sering

disebut sebagai hiperkapitalisme. r0 Ini
menjadi masuk akaljika krpitalisme di-
pa,hami scbagai srrultur produlsi ;ang
didominasi oleh proses akumulasi sur-

plus. Surplus ini bisa dipcroleh rnelalui
penggunaan tenaga kerja yang murah,
atau bisa.juea nrclalui penggunaan Lek-

nclugiproduksi. l)rL.lurr korllks irri, ana-

iisis Lenin mengenai impcrialisnre ba-
rangkali berguna untuk nrcnjelaskan

bagaimana kapitalisrne dapat mcndo-
rong globalisasi. l{enulut l,cnin, kapi-
talisrne di ucgara-negara Eropa Barat
yang nraju telah berkembang sedcmi-

kian rupa.

Perkembangan ini tel:rh mendo-
rong tcrjadinya penumpukan kapital
(modal) senrentara keuntungan yang di-
peroleh dari produl,si dan pasar dalarrl
negeri semakin merosot. C)leh kareua
itu, mereka hzrrus mcncari pasar-pasar

baru dan r,r'ilayah-rvilayah baru yang da-

pat nenjamin keberlangsungan akumu-

lasi surplus- Dengan kata lain, mereka

harus mencari sumber-sumber bahan
baku untuk industri dan pasar-lrasar
baru bagi barang-barang industri se-

hingga proses produksi terus berlang-
sung dan akumulasi keuntungan lerus

dapat dijamin. Selain itu, wilayah-wila-
yah baru ini, yang kemudian menjadi
rvrlal'ah j aj ah an, penting sebagai Len.rpat

menanamkan investasi baru. Ke tika

6

akumulasi kapital sudah demikian besar

maka usaha-usaha untuk menemukan

tempat usaha baru melalui investasi

yang menguntungkan menjadi tuntutan
yang hams dipenuhi berikutnya.

Perkembanga n globalisasi inijuga
dipicu oleh dua faktor uLrma yang ber-
tindak sebagai katalis (pe mcrce pat),
yakni revolusi di bidang tcknologi ko-
nuriliasi dan se maldn rcndahnya biaya
h ansporrasi. Hal ini krrcna revolusi di
bidang teknologi komunikasi yang baru
dimulai pada :rkhir tahun 1960-an, dln
ditambah dengan semakin rendaltnya

biaya transportasi tcl:rh mengubah seca-

ra fundamental struktur ekonomi politik
internasional. Anthony Giddens, ltah-
kan merrgarakan jika glohrlisasi lang
ditopang oleh revolusi tcknologi kor.nu-

nikasi tersebut tidak hanya baru, rrrc-

lainkan juga revolusioler-.r I

Revolusi di bidang teknologi ko-

murtik;.si telah rncrnungUnkan rcr, ip-

urnya aliran modal global yang tidak lagi

dapat dihitung dalan.r hitungan hari,
tetapi tclah mengarah ke detrk. Aliran
investasi ini tidak hanya mendorong
perkenrba ngan ekonom i-e konom i

dunia dibeberape negara bangsa. teLapi

sekaligus juga menghancurka n ckononri

nasional negara bangsa yang mempu-
nyai fondasi yang rapuh dan tidak
cfisien. Revolusi di bidang tcknologi
kor n u rrikasi juga rnerrdorong rcrcipra-
nya nrasyzlakat glob (global nciety;iyang
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terikat oleh adanya media informasr

yang beroperasi dalam skala global.

Sementara semakin rendahnya biaya

transportasi, mendorong terjadinya

aliran barang-barang industri dan

tenaga kerja nanusia melintasi batas-

batas negara.

Jika revolusi di bidang teknologi

komunikasi memungkinkan terjadinya

aliran modal dalam skala global, dan

menciptalan identitas global @'/oba1r'den-

aq'), maha revolusi di bidang transpor-

tasi udara telah mendorong aliran ba-

rang dan imigrasi tenaga kerja melintasi

batas-batas negara bangsa. Akhirnya,

globalisasi ekonomi menjadi terwujud

karena kapitalisme membutuhkan pasar

dan wilayah investasi yang lebih besar,

kemudian dipercepat oleh revolusi tck-

nologi komunikrsi dan semakin ren-

dahnya biaya transportasi yang mampu

bertindak sebagai katalis.

Pada perkembangannya, kedua

faktor katalis ini membuat globalisasi

mampu mengubah cara nengenai ba-

gaimana proses akurnulasi terjadi. Peru-

bahan-perubahan ini berhubungan

dengan luas konrodifikasi, ptda satu sisi.

dan konteks organisasional akumulasi

pada sisi yang lainr2. Da.lam hal komo-

difikasi, globalisasi tclah memacu per-

tumbuharr consruxer capitaJ, firwtce rapial,

dut a:mmuiantion andi innation capitd.

Sebagai hasilnya, kegiatan ekonomi le-

bih daripada sekedar memenuhi logika
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kapitalis.

N{enurut Scholte, globalisasi yang

berlangsung sejak tahun 1960-an jni

telah membantu memperluas jangka-

uan komodifikasi dalam tiga wilayah.

Pertama, konsumerisme yang terhubung.

kan dengan produk-produk global yang

diperluas oleh kapital industria.l. Kcdrr4

pertumbuhan lembaga-lembaga yang

beroperasi dalam lingkup global (supra-

teritorial) seperti g1o lnl banking dan glo-

ba.lsecunoes sehingga memperluas jang-

kauan modal uang Lembagalembaga

suprateritorial ini menjadi fasilitator un-

ruk mengembangkan berbaga i jenis

produksi dan juga sebagai sarana aku-

muLasi itu sendiri. Kealg, globalisasi telah

mendorong perluasan komodifikasi ke

dalam wilayah baru yang melibatkan in-

formasi dan komunikasi. Sebagai aki-

batnya, item-item sepefti sol?ware kom-

puter dan telcpon panggil telah menjadi

obyek akumulasi.

Sementara dalam konteks organi-

sasi, globalisasi telah menghasilkan akrr-

mulasi yang terus tumbuh melalui pu-

sat-pusat ekonomi seberang laut, dar
perusahaan-perusahaan lintas batas

teritorial negara bangsa. Akhirnya, glo-

balisasi, dalam konteks ini, telah men-

dorong terjadinya gelombang akuisisi

dan me rger perusahaan-perusahaan

nasional dan transnasional sehingga

mcndt-rrong te rj;r d inya konsent rasi

modal.
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Akhirnya, globalisasi adalah ben-

trrk baru hegenroni ekononri. legidmrsi

baru terhadap pasar, kompetisi, dan
proht. Setelah dekolonisasi dan run-
tuhnya blok sosialis, globalisasi menjadi

bentuk baru hegemoni atas nama pasar

bebas, rcvolusi informasi, dulia sebagai

s:rtu dunia dan lain sebagairrya. Aklir
sejarah juga mcmpakan lcgitimasi baru
bagi kapitalisme setelah runtuhnya ko-
n.runisme, seolah-olah sejarah berhenti
dan wa-ktunya habis. Revoluri in[ormasi
merupakan dalih baru untuk menyatu-
kan dunia atas nama teknologi komu-

nikasi baru, dunia sebagai satu desa dan

hukum pasarr3

C. PERGESERAN I(EKUASAAN DAN KRISIS
DEMOKRASI

Salah satu perdebatan yang paling
nenarik, dan topik ini menjadi isu sen-

tral dalam diskusi-diskusi mengenai glo-

balisasi ada.lah menyangkut peran ne-

gara dalam ekonomi dan politit. Bagi

kalangan hiperglobalis, yang panda-
ngan -p an dangannya telah banyak
dikutip di awal tulisan, di era global se-

karang ini, peran negara bangsa telah

semakin memudar. Para politisi dan
pemerintahan telah banyah kehilangan
kekuasaan. Kekuatan-kekuatan yang

bersifat impersonal, dalam hal ini pasar-

pasar dunia, melalui perusahaan-pe ru-
sahaan swasta dalam bidang keuangan,

industri, dan perdagangan telah bekerja

I

sama satu dengan yang lain dalam bi-

dang ekonomi daripada melalui kerja-

sama pemerintahan, dan sekarang peru-

sahaan-perusahaan ini Iebih berkuasa

dibandingkan dengan pemerintahan-

pemerintahan nasionalra.

Setidaknya, ada tiga aktor utana
yang kini tengah menggcscr kcmanr-
puan, kekuasaan, dan kcclaulatan ne-

gara bangsa. Ketiga aktor nonteritorial
alau Scholte menlr"burny.r sebagli su-

prastafe ini, yalni lembag:r-lembaga pe-

ngaturan global (tra nswodd govetnance),

perusahaan-perusahaan multinasional

aLnu lmsnasional (multinaional or tans-
national corporation), dan lcmbaga-

lembaga swasta (NGO).

Dewasa ini, lembaga-lcnrbaga pe -

ngaturan global seperti WTO, OECD,
IMII dan juga Bank Dunia mempunyai

kekuasaan mengatur hubungan-hubu-

ngan ekonomi dan politik global yang
harus ditaati oleh negara-negara ang-

gota. Oleh karena itu, bagi kaum hiper-

globalis, kemampuan mengatur peme-

rintahan negara-bangsa kini menjadi

sangat terbatas oleh aturan yang dike-

luarkan oleh lembaga-lembaga suprasafe

ini. Baik IMF maupun Bank Dunia te-

la.h melalukan intervensi ekonomi di le-

bih dari 70 negara-bangsa hingga saat

ini. Di sisi yang lain, WTO juga telah

menjadi lembaga penga tu ran ekonomi

global yang sangat berkuasa.

Didukung oleh negara-negara ma-
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ju sepertiJepang, Amerika Serikat, dan

negara-negara Uni Eropa, lembaga

inilah yang paling bertanggung jawab

dalam mendorong globalisasi ekonomi

yang kini telah dianut oleh separuh lebih

negara-bangsa di dunia. Bahkan, lem-

baga-lembaga ini mempunyai kekuasa-

an untuk mengeluarkan sanksi bagi
negara-negara anggota yang melakukan

pelanggaran terhadap aturan-aturan

yang telah disepakati bersama. Selain

itu, konvensi-konvensi internasional
juga turur mengge!ogoti otonomi
negara bangsa.

Di bidang teknologi dan pengem-

bangan senjata nuklir, otoritas negara

bangsa untuk mengembangkannya,
misalnya, telah semakin dibatasi oleh

konvensi LAEA, sementrara di bidang

lingkungan hidup terutama menyang-

kut emisi karbon dioksida dibatasi oleh

protokol Kyoto. Pendeknya, apa yang

oleh Schohe disebut sebagai rezim

suprastate ini telah turut menggerogoti

kekuasaan dan kedaulatan negara mela-

lui berbagai aturan dan konvensi yang

mereka tetapkan. Otonomi dan kedau-

latan negara bangsajuga semakin diper-

lemah oleh kecenderungan munculnya

regionalisme ekonomi.

Antara taiun 1948 hingga tahun

1994 tidal kurang dari 109 kesepakatan

regional telah dilaporkan ke GATT
dengan jumlah auggota yang semakin

besar memasuki era tahun 1970-an dan

Jufiil Huruil lilrERx^sroxrt // Pebruari2004
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tahun 1990-an.15

Dari uraian ini, kita bisa menyin-
pulkan bahwa merosotnya kedaulatan

dan otonomi suatu negara bangsa dia-

kibatkan oleh setidaknya tiga hal.
Pe rt am a, lembaga-lembaga pengatu ran

global yang semakin dominan dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan

ekonomi dan politik. Di bidang per-

dagangan, lembaga tersebut bernama

GATT/WTO, sementara di bidang ke-

uangan lembaga tersebut adalah I\'{F
dan Bank Dunia.

Kedua, konvensi-konvensi interna-

sional. Kini, oleh karena adanya kon-

vensi-kon'ensi ini, suatu negara bangsa

tidak lagi bisa bersembunyi di balik
kedaulatan dan urusan dalam negeri.

Namun, pada tataran tertentu, konven-

si-konvensi ini telah sedemikian jauh

mencampuri urusan daJam negeri suat u

negara, misalnya, karena pengemba-

ngan senjata nuklir ataupun pelangga-

ran ha-k asasi manusia.Jila suatu negara

bangsa meJalukan pelanggaran terha-

dap ketentuan-ketentuan konvensi ini,

konsekuensi yang diperolehnya adalah

pengucilan negara tersebut dari komu-

nitas internasional atau bisa dalam

bentuk pemboikotan produk-produk

ekspor yang mereka hasilkan.

Keaga, lembagalembaga kerjasa-

ma regional seperti ASEA\ NAFIA,
dan Uni Eropa. Lembaga kerjasama re-

gional seperti Uni Eropa sedemikian
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jauh telah mempunyai kekuasaan yang

kuat di bidang ekonomi. Merekr mem-

punyai mata uang dan bank sentral
sendiri. Daliim siruasi sepcrd ini. mcn-
jadi sulit bagi negara-negara anggota

Uni Eropa untuk mengeluarkan kebija-

kan keuangan yang bertentangan de-

ngen kebija-kan barrk scnrralnya.

Pada tataran globa.l, integrasi eko-

nomi regional ini telah membuat
negara-negara Eropa menjadi kekuatan

ekonomi besal yang manrpu menyaingi

kekuatan ekonorni Jepang dan AS.
Bahkan, da.lam beberapa waktu bela-

kangan, nilai mata uang Euro semakin

menguat dibandingkan dengan dollar
AS. Ini menandakan jika kekuatan
ekonomi Uni Eropa telah semakin kuat

dan menjadi aktor utama dalam
ekonomi politik internasionaJ, mengin-

tegrasikan ekonomi nasional anggo-

tanya menjadi kekuatan regiona.l yang
kuat.

Aktor transnasional kedua adalah

perusahaan-perusahaan multinasional

atau transnasional. Beberapa penulis

sebenarnya tela}r membuat pembedaan

antara perusahaan-perusahaan multi-
nasional dengan perusahaan-perusa-

haan transnasional. Namun, apapun

bentuk kcdua korporasi ini, cirinya yang

paling utama adalah pe rusahaan-
perusahaan ini beroperasi melintasi ba-

tas-baLas teritorial ncgara-bangsa.

Perkernbalgan teknologi komu-

'10

nikasi dan transporLasi telah membuat

perusahaan-perusahaan ini menjadi
senakin mengglobal dengan kecepatan

dan besaran yang mengesankan. Dipcr-
kirakan terdapat lebih dari 3.700 peru-

sahaan-perusahaan multinasional dan

trensnasional mela kuke n bisnis yang

tersebar di seluruh dunia. Beberap:r pe-

rusahaan besar mempunyai pendapatan

tahunan yang berasa.l dari penjualan

seluruh dunia melampaui produk nasio-

nal kotor beberapa negara penting Ge-

neral Motor, misalnya, pada tahun I 99 3

melampaui produk nasional kotor Den-

mark. Sementara itu, Wal-Nlart mem-

punyai pendapatan kotor lebih besar di-

bandingkan dengan seluruh produk do-

mestikkotor Polandia dalam tahun yang

sama. Dalam konteks ini, kepala ekse-

kutif General Motor dan \Va.l-Mart ber-

I a nggung jawab terhadap kegiaran-

kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pa-

ra pemimpin politik Denmark dan
Polandiar6.

Aktor ketiga adalah badan-badan

swasta atau yang sering kita sebut

sebagai Noft Coraprnmental O rg:u izatio n

(NGO)r7. Sekarang ini, setidaknya
terdapat 50 ribu Ornop di Dunia Ke-
tiga, jika digabungkan dengan yang

berada di negara-negara maju tentunya

jumlahnya jauh lebih besar Khusus

NGO di negara-negara Dunia Kctiga,

nereka mcrupakan aktor-aktor politik
yang penrine yang bekerja di situs-sitrrs
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pedalaman dan urban di Asia, Amerika

Latin, dan Afrika.

Dana yang mereka kelola untuk

organisasi nonpemerintah yang mereka

peroleh dari lembagalembaga keua-

ngan internasionaJ. agen-agcn pemerin-

tahan Eropa, Amerika Serikat, dan

Jepang serta dari p,"merintahan nasio-

nal mereka mcncapai l0 miliar do.llar

AS. Pcrkembangrn tcknologi kon ru ni-

kasi telah me mungkinkan mereka
men.rbuat jaringan kelja internasional,

membahas isu yang sana untuk kemu-

dian mcmbuat agcnda gerakan yang

sana pula.

Kini, yang rncnjzrcli pcrtanyaan

adalah apa makna pergeseriur ini bagi

demokrasi. Dengan kaLa lain, jika glo-

balisasi, sebagaimana diyakini kaum

hiperglobalis, tclah menggeser kekua-

saan dan kedaulatan serta kemampuan

mengatur negara bangsa, dimana ke-

kuasaan dan kemampuan mengatur

tersebut telah bergeser ke aktor-aktor
suprustate; apakah implikasi kecende-

rungan ini bagi demokrasi? Apakah de-

ngan kecenderungan ini, globalisasi

akan membawa kemajuan ataukah jus-

tm kemunduran bagi demokrasi? Untuk
itu, diperlukan analisis terhadap kinerja

dan sistem akuntabilitas aktor-aktor
supranegara tersebut, te rutama peran

lembaga-lembaga pengaturan global

dan peru s ahaan-p e r u s ahaan multi-
nasional. NirIrun, scbclurn itu, ada baik-
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nyajika dikupas terlebih dahulu panda-

ngan-pandangan beberapa ahli me-

nyangkut hubungan antara globalisasi

ekonomi, sebagai anak kandung kapi-

talisme, dengan demokrasi.

Dalam usaha menjelaskan hubu-

ngan antara demokrasi dan kapitalisme

arau globalisasi ekonomi sekarang ini-

di kalangan ilmuwan terpecah menjadi

tiga kelompokrB Kelompok pertama
adalah sarjana yang melihat bahrva ka-

pitalisme "bertentangan" dcngan de-

mokrasi. N{ereka berpcndapat bahwa

"muatan demokratis" clemokrasi kapi-

talis adalah produk dari gerakan-gela-

kan rakyat dan perjuangan kelas, bu-

kannla clcmcn integral dari ck.pansi

hubungan-hubungan pasar Olch krre-
na itu, menurutpandangan ini, hasil ga-

bungan antara kapitalisme dan demo-

krasi tampak sebagai sebuah perkem-

banga.n kontradiktif yang ditopang oleh

equilibrium politik dimana kekuatan-

kekuatan demokrasi hams selalu waspa-

da terhadap kecende rungan otoritaria-
nisme yang inheren dalam kekuasaan

kapitalis.

Sementara itu, berbeda dengan

pandangan pertama yang melihat
demokrasi sebagai hasil perjuangan

kelas dan bukannya elen.ren integral dari

ekspansi pasar sehingga hubungan
kapitalis dan demokrasi lebih bersifat

konrradiktil, pr nd:rnga n kedua.juslru

sebaliknya. Menurut per.r.rikir yana

11



Blnr Wlvmro

berada dalam kelompok ini,
pertumbuhan kapitalisme dan demo-

krasi saling terkait. Di sini, pasar-pasar

yang bebas dan pemilu yang bebas

dipandang sebagai proses-proses yang

saling memperkuat) atau yang satu

dianggap sebagai penciptaan pralcon-

disi-prakondisi untuk ;anr lainnyal
liberalisasi ekonomi 1'ang membesarkan

kekuatan-kckuzrtan perkembangan eko-

nomi untuk menciptakan kondisi-kon-

disi bagi demokrasi atau sebirliknva libe-

ralisasi politik dan demokrasi rnen-

ciptakan kondisi bagi pembangunan

ekonomir". I\lenurut pemikiran ini.
pasar-pasar bebas memperbanyak pili-
han, menumbuhkembangkan individu-
alisme, dan ncmajukan pluralisme
sosial, semua bumbu yang penting bagi

demokrasi.

Oieh karena itrr, hampir scgaris

dengan para pen.rikir hipcrglobalis,
sebuai sistem politik yang demokratis

dianggap sebagai sarana yang sangat

diperlukan untuk menyelamatkan kon-

disi-kondisi kapitalisme yang dipandang

sebagai bentuk paling eGktif dan efisien

pembangunan ekonomi. Baik aliran
perurme dan kedua. telah mcndominasi

perdebatan politik dan ekonomi sejak

tahun 1960-an'0. Namun, belalangan
juga telah muncul aliran penrikiran keti-

ga yang berpendapat bahwa wacana-

wacana teor-itis yang berangkat dari
kedua alur pemikiran di atas melupalan

12

sentralitas "aturan main (politik)" yang

mendefinisikan demokrasi yang inde-
pendcn yang berasal dari geralan-gela-
kan rakyat atau pasar-pasar kapitalis.

Mereka berpendapat bahwa kesepa-

katarr sosial tentrng aturirn main per-

saingan politik akan menjamin bahwa
kekuatan-kekuatan politik yang bcr-
saing akan menerima hasil-hasil pe milu
dan proses demoklasi yang lain dcngan

asumsi pemegang kekuasaan akan
mempunyai kemanrpuan untuk mcm-
pertahankannya, sementara kclompok
oposisi mempunyai peluang yang sama

untuk mempe rebut kekuasaan tersebut.

Uraian selanjutnya akan ditujukan
untuk melacak kecenderungan glo-
balisasi ekonomi dan implikasinya bagi

demokrasi dengan melakukan analisis

secara kritis terhadap lembagalembaga

nonteritorial atau sup.asfate sebagai ak-

tor-aktor penting sckarang ini di luar ne-

eara-bangsa. Diharapka n melalui ana-

lisis kritis ini, kita dapat menguji ketiga
pandangan di atas sehingga dapat dite-

mukan manal<ah dari kctiga pandangan

tersebut vang p:rling relevan.

Clobalisasi ekorromi atau kapita-

lisme global telah memunculkan aktor
utama yang sangat penting dalam eko-

nomi politik, yakni lembaga-len.rbaga

internasional dan korporasi-korporasi

internasional yang kini semakin meng-

global. Jika korporasi menjadi aktor
pe nting dalam menjalankan roda
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ekonomi melalui produksi, pemasaran,

dan investasi, maka le mbagalen.rbaga

global ini bertugas menyediakan aturan
main yang menjamin tetap terlaksana-

nya pasar bebas. Kedua aktor ini menr-

punyai kekuasaan dan kekuatan yang

hampir sama, yakni dalam menggero-

goti kekuasaan dan otonomi negara

bangsa, dan yang paling penting adalah

kemanpuan dalam n.rcnrbcloktan de-

mok rl'i kc:rrrh sisrcnr polierklris.

Dalanr hal ini, Robinson menva-

takan ba.hrva dalam ekonorni global se-

karang ini, negara-bangsa tidak hanya

terkait n.relalui keluar nasuknya uang

dan hubungan antarbangsa, tctapi Iebih

dari itu heng.r-hlrrgsl rcl.rlr rcrintcgresi

'c,:rre orgenik d:rlrtnr globrrlisrsi pro-

duksi dan distribusi itu sendiri, bersa-

maan dengau bersatunya keseluruhan

kompleksitas politik, hukunr, dan
budaya.2r Selanjutnya, mobilisasi modal

secrra global ini mernurrgkinkan terja-

dinya sentrrrlisasi dan integrasi lungsio-

nal seluruh bagian dunia ke dalam ran-

tai produksi dan distribusi, perubahan

nilai mata uang yang sangat cepat, diba-

rengi denga rr pemusrtcn man-ajemen,

kontrol dalam pembuatan sebual kepu-

tusa n arur nrodal a ntarbangsa. 1\ [enur-ut

Robinson, agen-agen ekonomi global ini
adalah elit transnasional baru. EIir-elit

ini n.rcngcndalikan sistcn kcputu san

dan secara cepat menronopoli kekuasa-

an masyarakat global. Elit-clit ini meli-
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puti para pemilik dan manajer perusa-

haan transnasional, birokrat, penerus

perusahaan, dan kelompok teknokrat
yang terdaftar dalam lembagalembaga

keuangan internasional, negara-negara

utara dan selatan, dan forum antar-
bangsa lainnya??.

Pengalaman di Guatemala, misal-

nya, dapat dijadikan contoh kuatnya

dominasi elit-elit transnasional. Sciring

dengan pcrubahan yang tcrjadi antara

tahun 1970 hingga tahun 1990-an, di
negara ini telah terjadi pemusatan ke-

kayaan dan kesejalrteraan dan kekua-

saan politik di tangan scgelintir kclom-

pok minoritas yang bcrsanding dcngan

scmakin meluasnya pemiskinan dan

kctidakberdayaan kelonrpok masyara-

kat mayodtas.23 Hal ini terjadi karena

kekuasaan politik di Guatemala berasal

dari kekuasaan ekonomi, dan paralel

dengan apa yang diungkapkan oleh

Korten bahwa kekuasaan ekonomi kini
telah berubah menjadi kekuasaan
politik.

Sementara itu, William K. Tabb

mengatakan bahwa adalah keliru jika
memandang negara tidak berdaya
dalam ekonomi global, tetapi sesung-

guhnya yang terjadi adalah kekuasaan

negara telah secara sadar dilihat sede-

mikian rupa untuk mengabdi pada

kepentingan korporasi, bukan kepen-

tingin \varga rregara. D.rlanr proses ini.
paham demokrasi sosielgay:r Kc; nc.ie-

13
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nisme nasional, yang dominan sejak

Perang Dunia Kedua, digusur oleh
neoliberalisme global'!a.

Me n guat nya korporasi-korporasi

internasional ini juga digambarkan oleh

David Korten dalam hampir seluruh
buku yang dia tulis,yakni l\4ten Corpo-
rations Rule the World(erbit tahun 1996)

dan'Ihe Post Corponte Wodd: life After

Caprarlsm (1999). Dalam paragraf per-

tama untuk mengawali prolog buku Tie
Pcr;t Coqnnte World: Lte ;1Jiter C.apialism

yarg diterlitkan oleh Cattercd Devxlopment

Forum bekerj asama dengan Berret-
Koehler Publishers, inc., ia menulis
sebagai berikut.

Pada tahun 1980-an, lepitalisme
menang atas komunisme. Tahun 1990-

an, kapitalisme menang lagi atas demo-
krasi dan ekonomi pasar. Bagi semen-

tara orang, diantera kita yang tumbuh

dan dibesarkan dengan keyakinan
bahwa kapitalisnre nerupakan fondasi

demokrasi dan pasar bebas, pasti akan

terkejut ketika mengetahui bahwa
dalam kapitirlisme, demokrasipun dapat

dijual kepada penawar tertinggi, dan

bahwa pasar bebas itu sebenarnya di-
rencanalian secara terpusat oleh mega-

korporasi global yang ukurannya lebih

besar dari banyak negara yang ada25.

Di bagian yang lain, Korten me ne-

gaskan bahlr,a bila pasar serrakin bebas

dan senakin ncngglobarl, ntaka kekua-

14

tan untuk menguasai makin berpindah

dari pemerintah ke korporasi globa1'?6.

Selanjutnya. karena desalian kompcdsi

yang semakin kuat, dan didorong kci-

nginan untuli mendapatkan keuntungan

sebesar-besarnya maka beberapa kor-
porasi melakukan merger dengan kor-

porasi lain sebagai usaha untuk mening-

katkan daya saing. merger dan akuisisi

$'I &A) menjadi trrndbaru perusahaan-

perusahaan besar di era global sekrrang
ini.

N{ &A ini melibatkan perusahaan-

perusahaan besar seperti Ncsde, Philip
Nlorris, RJR Nabisco, dan Unilever Hal
yang samajuga terjadi pada perusaha-

an-perusahaan farmasi- Pada pertenga-

han tahun 1990-an, misalnya, N{ & A
perusahaan di bidang ini mencapai 80

juta do,llarAS, termasuk di dalamnya 16

transaksi senilai I juta do.llar AS,'7 dan

masih banyak lagi catatan transaksi

yang melibatkan perusahaan-perusaha-

an besar lainnya. Akibat dari M & A
adalah jelas, yakni kekuasaan perusa-

haan semakin besar dan semakin
memusat pada segelintir perusahaan sa-

ja. Oleh karena merger dan aluisisi ini

tidak hanya melibatkan perusahaan-

perusahaan kecil dengan perusahaan-

perusahaan besar, tetapi juga terjadi
merger antara perusahilan besar (mega-

merger) maka pada akhirnl,a hal ini
akan mc ntranslortrr asi pasar. Pirsar

menjadi tidak lagi konrpetiLil dan
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cenderung monopolistik.

Perusahaan-perusahaan bcsar kini
mendominasi banyak sektor Sebagai

contoh, pada pertengahan tahun 1990-

an, lima perusahaan besar masing-ma-

sing menguasai 70 persen barang-
barangkonsumsi L.rhan lamzr, 60 persen

air travel,lcbih dari 50 perscn industri
manufaktur pcsarvat terbang, Iebih dari

50 persen perlengkapan elektronik,
lebih dari 40 persen di bidang nredia

global, dan 30 persen penjualan asuran-

si dunia. Pada tahun 1998, scpuluh

perusahaan terbesar di dunia mengon-

trol hampir 70 persen penjualan kom-

puter di pasaran dunia, 85 persen pest-

isida, dan 86 persen jasa teleko-
munikasi.2E

Data-data di atas menunjuklan

bahwa globalisasi ekonomi telah
menghancurkan hampir sama sekali

kompcti'i. den hal ini bcrerd kcmadan

bagi demokrasi pasar Di sisi yang lain,

monopoli peru s ah aa n -p e r u s ah aa n

besar ini. yang didukung dengan sisrem

penelitian dan pemasaran yang kuat,

telah membuat konsumen tidak lagi
mempunlai banlrk piJihrn .ebagainrr-

na sering din,vataku oleh para pendu-

kung hiperqluhalis. Pada .Lkhir n1.r.

pilihan-pilihan konsumcn lebih diten-

tukrn oleh sistcn rrrar*eoiry pemsah:ran-

per-usahaarr tcrscbtrt dibandingkal de-

ngarr l;anyaknviL jcnis barlng yrrug

tclseclin cli grasar'.
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Jika analisis eksternal mengenai

peran perusahaan-pemsahaan global

ini dalam menciptakan monopoli dan

menatikan kompetisi adalah j elas,

a nalisis inrernel mcnllnqkur sistcnr

perencanaan dan pcnganbilan kcpu tu-

san di perusrhran-perusahaen irri jug:r

menunjukkan hal yang kurang lebih
sama. N{enurut Kolten, perubahan
yang paling ironis dalam kapitalisme

global ialah ekonomi yang terjadi dalam

internal korporasi yang jauh lebih
banyak persamaa nnya dengan ekonomi

yang direncanakan secara terpusat
dibandingkan dengan suatu ekonomj

pasar yang mengatur diri sendiri (self
regulaang). I\fenyangkut sistem peren-

canaan dan pengambilan keputusan di
tingkat korporasi global ini, Korten
menuliskannya sebagai berikut.

Dalam sistem di Amerika Serikat

tentang paham Iibertarianisme korpo-
rasi dan keuangan, yang dengan cepat

menulari Eropa, Jcpang, dan bagian

dunia yang lain, tidak peduli kewi-

bawaan apa yang mungkin didclc-
gasilan kepada C !)O, rvewenang itu da-

pat saja ditarikkembaii kapanpun. Pada

gilirannya, CEO dapat mcmpckcrjakan

orang dan mcmbcr-hcntikan siapaprur,

mcmbuka dan nenutup pabrik nrana-

pun- tnettgul,rlr lrrrs:l tr'.Ln.lcr. nlltr( il-
takan dan ncnghilangkan s:rluran plo-
duksi, dapat dikatakal sekehendak ha Li-

nva-talpa diprotcs dalaru bcntuk y:ur--
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signilikan oleh orang atau masyaralat
yang terkena2e.

Selanjutnya, dengan mengambil
salah satu contoh perusahaan global
dengan PDB yang jumlahnya kira-kira
sama dengan PDB sebuah negara, Kor-
ten mengatakan bahwa lima puluh satu

dari seratus ekonomi terbesar dunia
adalah ekonomi internal terhadap
korporasi itu sendiri. Lagi pula, korpo-
rasi-korpor:rsi terbesar di dunia tersebut

terlibat akrif dalam hubungan perenca-

naan di kalangan mereka sendiri mela-

lui asosiasi industri, aliansi strategis, dan
kartel; mempengaruhi kebijakan ckono-

mi melalui lobi-lobi yang agresif; dan
membentuk kembali peraturan-pera-
turan ekonomi globai meldui partisipasi

mereka dengan pemerinLahan mereka

dalam perundingan-pemndingan per-

daga ngan dan persctujuan invesrasi.

Selangkah demi selangkah, melalui

Iembaga-lembaga seperti WTO dan
IMI perusahaan-perusahaan itu telah
membentuk instrumen-instrrrmen dari
suatu proses perencanaan ekonomi ler-

pusatyang seluruhnya tidak demokatis
di tingkat global.

Dalam situasi seperti ini, dalam
pandangan Korten, sistem perencanaan

terpusat korpor:rsi-korporasi global ini
jauh lebih baik dcnsan sisten pcren-

c:rnaan ckorronri tcrpusat lla Uni So-

r ict. Hnl ini kalcna sistcnt pcrenczrnalrr

16

ekonomi Uni Soviet ditujukan untuk ke-

pentingan masyarakat me reka sendiri,

sementara sistem perencanaan terpusat

p e ru sahaan-p e rusah aan global ini
ditujukan untuk melipatgandakan hasil

yang ditujukan untuk keuntungan para
pemegang saham. Dengan kata lain,
tingkat kesejahteraan yang dinginkan
oleh kedua sistem perencanaan terpusat

ini hampir sama sekali berbeda. Pada

yang pertama perencanaa! terpusat
ditujukan untuk al<umulasi kapital dan

keuntungan pemilik moda1, sementara

untuk yang kcdua, demi "kescjah-

teraan" rakyat. Singkatnya, kemena-

ngan imperium kapitalisme elobal
berarti lebih dari separuh dari seratus

ekonomi dunia yang bcsar-besar diren-
canakan secara terpusat terutama sekali

untuk keuntungan I persen penduduk

terkaya di dunia. Dengan kalimat yang

sarkastis, Korten menyatakrn, "Itulah
kemenangan perencanaan terpusat
yang dipartikelirkan terhadap pasar dan

demokrasi!

Bahkan tebih dari itu, inilah
kemenangan pihak yang keterlaluan
kayanya terhadap umat marlusia sisanya

yang miskinnya juga keterlaluan!"rr0

Oleh karena itu, liberalisme, baik

dalam variasi polidk m:rupun ekonomi-

nya. tolah eagal menghilangk;rn hier.rr.

khi kelembagaan yang me nindas, pcmc-

rintrlrlrr"lit. perrgc.,rrnIin';:rrr n rrrlr 
'r 

i

tas, dan penindlsan potcnsi menata-cliri
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dari masyarakat yang hidup. Pada

akhirnya, pencarian liberal tersebut te-

lah mengganti monarlii dengan korpo-

rasi dan negara-bangsa yang seringkali

sama menindasnya dan sama tidak ber-

tanggungjawabnya, yaitu sebagai :rJribat

dari gagalnva baik kaum liberal politik
maupun libcral ekonomi untuk menye-

suaikan diri dengan kcbcnaran yang se-

sungguhnya yang menyatakan bahwa

tidah akan ada kebebasan tanpa per-

anggung-jarvaban indir.idu.rl

Uraian berikutnya akan ditujukan

untuk membahas institusi-institusi glo-

bal. yakni lVorld Trade orgattizarion
(IATTO), Intenraab nal tr[onetary Fund
(IN4F), dan \{ofld Bank (Bank Dunia).

Dalam rangka memahami kecen-
derungrn globalisa'i dan implikasinya

bagi proses demokrasi dunia, analisis

mengenai pcrusahaan-perusahaan mul-

tinasional saja tidak cukup. Segaris

dengan pandangan hiperglobalis, pem-

bahasan mengenai negara bangsa tidak
lagi signifikan karcna kekuasaan olori-
tatif negara bangsa tclah dilemahkan

olch aktor-aktor suprasarq diantaranya

adalah NINC dan lembaga-lembaga
pengaruran global. Olch karena itu.
anaJi"is terhadap lemblqaJcmbaga ini
sama perltingnya dengan analisis
terhadap IiNC-l\'{NC.

Sejak arval berdirinya, ketiga
institusi tcrsebut dibenruk untuk bcr-

n.rain pada skrla vang rnclampaui batas-

JunMr Huuundar hnRMsr0Ml//Pebruar 2004
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batas negara, suatu ciri struktur gover-

nanre global yang melayeni kepentingan

korporasi transnasional dan keuangan

internasional.32 IN{F dan Bank Dunia

diciptakan pada tahun 1944 oleh AS

dan Inggris, dan beberapa negara lain-

nya yang diundang untuk mendukung

dan bergabung tanpa mampu berperan

banyak dalam mendesain aturan klub-

klub tersebut. I\'{F berv'enang menga-

wasi sLebilitas nilai tukar dengan mem-

beri pinjaman pada negara-negara )'ang
dalam jangka pendek memerltrkan
bantuan keuangan untuk menyeim-

bangkan anggarannya.

Bank Dunia, yang kemudian
disebut sebagai lntern ational Bank for Re-

conmt rction and Development (BkD) s;aat

itu bertugas memberikan bantuan
kepada Eropa untuk pemulihan
ekonomi pascaperang. Selanjutnya,
WTO didirikan pada tahun 1995,

nreskipun embrio organisasi ini
sebenarnya telah ada sejak lama.

Institusi global inilah yang tengah

mempersiapkan kebijakan bagi seba-

gian besar atau mayoritas negara. I\4F
me nyedia-kan utang bagi negara-negara

debitur dengan pcrsyaratan ketat yang

memungkinkan IMF untuk melakukan

resrnrkturislsi ekonomi. Semcntara itr r,

St ructttral Adj ustmcn t Ba nl T)unia juga

menggunakan panduan yang serupa,

dan mendorong kecenderungan yang

sama dalam nensubordinasikan kebija-
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kan domestik, ter'rtama kebijakan yang

berhubungan dengan proteksi dan
subsidi. Keduanya lazim disebut sebagai

Konsensus Washington. Konsensus ini

menekankan liberalisrsi prsa r, priva-

tisasi BUNI\ dan kebijal<an lain yang

dirancang untuk mendorong investasi

asing, termasuk dalam hal ini deva.luasi

dan deregulasi.sr

Dengan demikian, jika liberalisasi

ekonomi dan perdagangan dapat diang-

gap sebagai proyck kaum neoliberal

yang lebih bersifat ekonomi sebagai

upaya untuk melakukan akumulasi

kekayaan melalui lembaga-lembaga

transnasiona.l tadi, maka "demokrasi"

menjadi proyek politik mereka. Hal ini
dapat disalsikan dari berbagai proyek

liberalisasi ekonomi dan perdagangan

yang juga diikuti oleh proyek-proyek

demokratisasi politik di negara yang

bersangkutan. Namun, hal ini hendak-

nya harus dilihat secara hati-hati. Sc-

perti halnya pernah ditegaskan oleh

William K. Tabb maupun Noam Cho-

ms}ry, prniek demokratisasi pada indnya

adalah sebuah bualan bela-ka. Menurut

kedua penulis ini, proyck demokrarisasi

harus dilihat dalam kaca mata kepen-

tingan negara dominan, dalam hal ini
Amerika Serikat.

Baqi negara-ncgara n ra ju. sistem

politik otoriter dan proteksionis hampir

dapat dipastikan n.renjadi penghalang

utama masuknya invcstasi perusahaan-
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perusahaan multinasional negara-

negara maju. Jika hal ini dibiarkan,
maka alan menghalangi perusahaan-

perusahaan multinasiona.l untuk meraih

keuntungan maksimal dari berbagai

sumber daya yang mungkin ditawarkan

oleh negara tersebut, semenLara dilihat
dari perspektif politik, hal ini akan

menyulitlan negara-negara besar untuk

melakukan semacaln "in{iltrasi" politik
ke negara-negara Dunia Ketiga. Oleh
karena itu. untuk menjrmin inrestari

perusahaan transnasional bisa nasuk,

dan negara maju dapat melakukan

kontrol terhadap negara-negara Dunia
Ketiga maka demokrasi menj adi
agenda reformasi berikutnya.

D. PEBAiI AS DATAM MENDORONG DEMOKRASI

Pembahasan mengenai AS setidak-

nya dilatarbelakangi alasan bahna AS

merupakan kekuatan yang besat dan

memiliki dampak yang menentukan

dalam sejarah dunia kontemporer. Sej ak

keruntuhan Uni Soviet, negara AS

menjadi satu-satunya negara adidaya

yang tidak tertandingi lagi.

Keunggulannya di bidang eko-

nomi, politik, dan militer memberikau

syarat-syarat l,,agi AS untuk mettja-

dikannya sebagai negara adidaya.

Sclain itu, keberadaan negara aclidava

yang klusial ini, sebcnarnya dapat

memainkan peran yang cukup besar

dalam mendorong proses denrokrursi di

J0R{ r Husur lmFMsExrL // Pebruari 2004



dunia dengan cara memfasilitasi

gerakan-gerakan demokrasi lokal. Hal

ini karena pada dasarn;'a, keberhasilan

proses demokatisasi, seperti ditunjukan

oleh Scholte, hanya akan berhasil jika

gerakan-gerakan Prodemokra si di

tingkat lokal menpunyai kckuatan yang

cukup, sementara di negara-negara di

mana gerakan prodemokrasi di tingkat

lokal lcmah. Afgha nisr:rn sebagai,^on-

tohnya, proscs demokatisasi cendcrung

terhambat. Di sisi yang lain, bantuan

ekonomi ke negara-ncgarar dunia ketiga,

pacla dasarnya, dapat digunakan untuk

menekan negara-negara otoriter guna

membuka sistem politiknya menjadi

lebih demokratis. Namun, yang meniadi

soal adalah mengapa proscs demokra-

dsasi yang serinq disponsori AS sering-

kali gagal, dan masa depan demokrasi

di banyak negara tetaP suram dan

cenderung mengalami kemunduran?

Jauaban terhadaP PertanYaan ini

dapat kembati dirujuk pada paparan di

atas. Seperti telah ditegaskan sebelum-

nya, globalisasi ekonomi telah mendo-

rong kekuatan ekonomi untuk merepre-

sentasikan dirinya me njadi kekuatan

dan kekuasaan politik. AkibatnYa,

negara-bangsa tidak lag mengabdi ke-

pada kepentingan warga negara sebagai

konstituen politik terbesarnya, melain-

krn l.bilr rn' ngrrlrnrrkan kepcntingen

korporasi. Bahkan, jika dibandingkan

dengen era rr-rerkantilisnre, kondisi seka-

J,nuL tluurGril I IER'i^s or,ll // Pebruari2004

Ekonomi Global dan Knsis Oemokrasi

rang ini nampalnya jauh lebih buruk.

Pada era merkantilisme, negara dido-

rong untuk mengamankan kepentinga n

nasionalnya melalui pengumpulan ke-

kayaan dengan menggunakan srlmber

daya yang mercka miliki, termasuk

dalam hal ini keunggulan militer X{ere-

ka saling berkompetisi satu dengan yang

lain untuk n.rendapadian emas, perak,

dan sumber-sumbc r kekayaan lainnya.

Namun. di era globalisasi seklrang ini.

dalam bebcrape kastts. inlenensi nega-

ra lebih ditujukan untuk memenuhi

kepentingan korporasi.

Suatu studi yang dilakukan oleh

Edward Herman dari Wharton School

Unir.ersity of Pennsylvania menunjuk-

kan hal ini3't. Pada awalnya, ia nrelaku-

kan studi mengenai rclasi antara dng-

kat penyiksaan dengan bantuan AS.

Hasilnya menunjukken bahwa ringgi-

nya tingkat penl iksaan memPunlai

korelasi positif dengan besarnya ban-

tuan AS. Dengan kata lain, suatu negara

yang mendapatkan bantuan AS dalam

jumlah besar cenderung mempunyal

tingkat penyiksaan yang tinggi terhadap

warganya. Selanjutnya, studi tersebut

diperluas dcngan melihat korelasi ann-

ra bantuan AS dengan faktor-faktor

yrng lein. den saleh srttu korelasi latrg
paling signihkan adalah antara pcrbai-

kan iklim in estasi dcngan bantuan AS.

Begitr-r suatu negarra bet usaha rncnrpcr-

baiki iklim im'estasinya nraka birntuan
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AS cenderung meningkat. Selanjutnya,

korelasi antara bantuan AS dengan

meningkatnya kekerasan dalam suatu

negara dapat dilihat dalam alur berfikir
sebagai berikut. Pada saat suatu negara

hendak memperbai ki iklim investasi nya

bagi investor asing, yang tentunya seba-

gian besar perusahaan-perusahaan

multinasional, maka bantuan AS cen-

derung meningkat. Sementara itu, per-

baikan iklim investasi dicapai melalui

program stabilisasi politit, dan hal ini
diraih melalui tindakan-tindalan repre-

sif tcrhadap gerakan-gerakan buruh,

petani, gerakan-gerakan prodemokrasi,

dan program-program pengamanan

sosial.

Alasan kedua mengapa AS cende-

rung gagal dalam mendorong demokra-

tisasi di banyak negara lebih disebabkan

kuatnya kepentingan AS untuk menga-

mzrnkan kepentingan ekonomi-politik-
nya sendiri dibandingkan dengan untuk

mendorong proscs de mokatisasi yang

sungguh-sungguh. Seperti telah ditegas-

kan diawal, agenda demokadsasi yang

dicanangkan oleh AS untuk beberapa

negara, seperri lrak dan Alghanistan.

hanya untuk negara-negara yang tidak

mendukung AS. Sementara itu, bagi

negara-negara o tori ter y?rng tetap men-

dukung kepentingan AS, agenda demo-

kra sasi l..,ukan m, rupaLrtr lral p.nring

unruk dihrlre.. Dalam konr,.ks ini, sen-

ra rrq pcnuli. mcngr talia n b. rlr 
"r 

:r scri rtg-
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kali kita menghujat rezim Soeharto

karena otoriter dan menindas demokra-

si, tetapi kita hampir sama sekali tida.h

pernah menghujat AS karena telah

"menjaga" rezim Soeharto dengan

memberikan bantuan ekonomi dan mi-

liter selama hampir 30 talun. Padahal,

bantuan militer inilah yang digunakrn

untuk menindas rakyat Timor Timur,

Aceh,dan gerakan prokemerdekaan di

Irian Jaya.
Alasan ketiga adalah meluasnya

terorisme. Diakui atau ddak, terorisme

merupakan fenomena yang kini men-

jadi semakin mengglobal.Jika persoalan

terorisme ini tidak dapat diselesaikan

dengan cepat, maka ia akan menjadi

ancarnan yang serius bagi masa depan

demokasi. Di sisi yanglain, oleh karena

terorisme telah menjadi sangat meng-

global dan mengancam kepen tirrga n

AS, nala negara ini mempunyai ba-

nya-k aJasan untuk melakukan intencnsi

di banyak negara guna memaksakan

kepentingannya, termasuk dalam hal ini

menggulingkan sualu rezim pemerin-

tahan yang berkuasa. Seperti ditegaskan

oleh William K. Tabb, yang pendapat-

nya banyak dikutip dalam uraian sebe-

lumnya, bahrva isu teorisme kini telah

menjadi seperti halnya ketakutan kepa-

da "komunis" di masa lan.rpau, dan te-

lah menjadi alat ideologis yang kuat

untuk metnp.rtahrnkrn ki pcntinsatt

imperi:rlis, dalam hal ini perus:rhaau-

JuMr HuourMr l rEFxasmk// Pebru 2004



pe rusahaan multinasional AS.3i Selain

itu, ketakutan akan terorisme telah

menbuat dinas intelijen semakin ber-

kuasa dalam memantau gerak-gerik

warga negara, dan tentunya menjadi
ancaman demokmsi lang paling scrius.

Ambil contoh, nrisalnya, laporan Kornpas

tanggal 27 Rbruari 2004.

Pada Iaporan ini disebutkan
permintaan dinas intelijen AS kepada

dinas inrelijen Inggris untuk memasang

alat penyadap di kedutaan negara-
negara yang tunrt menentuken voahgdi
DK PBB mengenai rencana AS mela-

kukan invasi ke Irak, termasuk dalam
hal ini menyadap Sekjen PBB Koifi
Anan. SemenLera itu, GCHQ atau Gov-

emment (kmmunications Ha&uattesrnfik
Inggris yang bermarkas di Cheltenham,

Gloucestershire, yang menjadi tempat

konspirasi itu terkuat,juga dapat diang-

gap sebagai tarda betapa di era global

sekarang ini privasi warga negara
menjadi semakin rentan oleh campur
tangan negara. Bagaimana tidak, jika
lembaga yang dibentuk pada waktu
Perang Dunia Kedua dan bertugas

memecahken pesan sandi Jerman iru.

kini. diJengkapi dengan rekrrologi ;ang
sangat canggih yang nampu mcnaltg-

kap secara r.irtual percakapan siapapun

di dunia. r'i Dengan denrikian, sama

hrrlnv.r detrgatr gl, 'hrli.lsi r.rng nrnrr, ip-

takan kckuatan-kekultan llarlr yang

ntultipcill, mak:r cliera globalisasi se ka-

JURNALHuou,rc lilftRrasror/^r//Pebruan2004
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rang ini, ancaman demokrasi juga
menjadi mu,ltrhcet

E. KESIMPUTAN.

Dari paparan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa perkembangan kapi-

talisme pada dasarnya cenderung me-

ningka&an kekuasaan modal atas ma-

syarakat, baik sebagai konsumen, rvarga

negara araupun sebagai pekerja.

Sentralisme dalam perencanaan

dan proses pengambilan keputusan
yang terjadi dalam perusahaan-perusa-

haan multinasional, dan model pe-

ngambilan keputusan di lembaga-
lembaga internasional melalui kon-
sensus dan lobi menunjuklan betapa

tidak demokratisnya lembagalembaga
tersebut. Selain itu, kecenderungan
perusahaan-perusahaan multinasional

untuk melakukan merger dan akuisisi

membuatpasar tida-k lagi kompetitil Ini
pada akhirnya menjadi ancaman bagi
demokrasi pasar.

Di sisi yang lain, oleh karena
kekuatan ekonomi telah menjelmakan

dirinya menjadi kekuasaan politik
seper-ti dalam kasus di Guatemala, make
pemerintahan nasional menjadi tidak

demokratis karena kekuasaan tidak
direpre.cnta'ikan untuk kepcn r inga n

rakyat. melainka n untuk kcpentingan

ko rpo rasi- ko rporasi slobal. Dalanr
konteks ini, rakyat hanva mcn-jadi pa-

ngabsyah rezim yang bcrkuasa tanpa
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mempunyai kekuasazrn untuk melaku-

kan kontrol terhadapnya.

Di luar itu, demokasi juga menda-

palkan tanrangan dari al(si-al{si teroris-
me yang kini mengancam hampir selu-

ruh negara di dunia. Untuk menang-
gulangi aksi-aksi terorisme ini, negara-

negara menjadi semakin represif dan
dinas intelijen mcnjadi semakin kuat
untuk mencampuri privasi kehidupan

warqa ncgara demi allsln kependngan

nasional. Alihirnya, demokrasi memang

berada dalam krisis.

Nlenghadapi siruasi seperri ini.
untuk mengembalikan denokrasi da-

lam arti yang sebenarnya nampaknya

perlu dicari pendekatan baru. Seperti

ditegaskan oleh Scholte, jika demokrasi

merupakan suatu kesatuan historis dan
kultural, dan jika demokrasi telah mem-

bawa perubahan yang signilikan dalam
pemerintahan, dan selanjutnya kita
mengikuti konsep demokrasi dengan
memusatkan pada negara nasional,
maka konsep demokrasi konvensional

tadi menjadi tidak memadai lagi dalam

suatu lingkungan yang telah berubah

dimana perusahaan-perusahaan mul-
d nasion:rl dan lembaga-lembega inter-

nasional sema k in bcrkuasa, dimana
rncaman rcrorisme menghantui siap:r-

pun di dunia, dan kckuasa:rn negara se-

makin berkuranq.

]l c rno klasi nampaknvn perlu
pt:nclefilian ulune. I)al:ur hal ili Petcr-
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E Drucker menberikan saran bahwa

dalam suatu lingkungan yang berubah

dengan cepat ini, ada beberapa hal yang

harus dilakukan, yaitu demokrasi harus

mendapatkan ke mbali kontrol terhadap

kebijakan-kebijakan domestik, ekono-

mi, dan frskal sebagai akibat kebang-

krutan paharn ekonomi negara defisit

Keynesian; menghentikan dan me-

ngembalikan kerusakan dan n.reluasnya

kehancuran masyaraltat domestik akibat
kegagalan negara kesejahteraan (welfire

stare); dan mempromosikan masyarakat

sipil. Selain itu, perlu diketahui bahwa

meskipun pasar bebas secara ekonomi

efektif, tetapi ia tidak dapat bekerja
sendiri dan menjaga fungsi masyarakat

tetap berlangsungrT
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